BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

FERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,

bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 160 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloiaan
keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomeor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedus atas Peraturan Menteri Dalam  Neger
Momor 13 Tahun 2006 tentang Pergeseran Anggaran, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Barito Utara tentang Perubashan Kelima Atas
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 62 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah  Tahun
Anggaran 2015;

: 1, Undanp-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tfentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 lentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang {Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan
Lernbaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan
Megara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ({Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 43535);



10.

11.

12

14,

Undang-Undang Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Bepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Masional [Lembaran Negara Republik
Indomesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintzhan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indongsia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Feraturan Perundang-undangan  |Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomer 4416) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4705);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4574);

.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Bepublik Indonesia Tahun 2005
Nomor -137 Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4576);



Menelapkan

L5, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar  Pelayanan  Minimel
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45385);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 46 14);

15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran MNegara Eepublik
Indonesia Nomar 5165);

19, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

200 Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Kewvangan Dacrah sebagaimana  telah
diubah beberapa kall terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubaban kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

21, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015;

22, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 62 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Penjabaran Anggzaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Barito Utara semula

berjumlah

Rp 971.377.177.196,00 bertambah sejumlah Rp 80.612.427.045,00

sehingga menjadi Kp 1.051.980.604.241,00 dengan rincian sebagai berikut :



Pasal 1
(1}. PENDAPATAN :

. DANA PERIMBANGAN
I. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ;

- SBemula REp. 176.580.611.000,00
- Bertambah /{berkurang) Ep. 176,701 560,000,000
Jumilah seielah perubahan Rp. 120.949,000,00

2, Dana Alokasi Khusus ;

- Semula Rp. 56,4492 820.000,00
- Bertambah /(berkurang) Rp. G7.200.000.000,00
Jumlah setelah perubahan RBp. 123 6592 820,000,00

b. LAIN-LAIN PENDAFATAN DAERAH YANG SAH

Dana Desa @

- Semula Rp. 12.584.344.955,00

- Bertambah/{berkurang) Ep, 13,412,437 .045,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 25,0906, 772.000,00
{2). BELANJA :

A, BELANJA TIDAK LANGSUNCG |
1, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov, /Kab, /Kota dan Pemdes:
- Semula Rp. 53.734.344 955,00

- Bertambah /(berkurang] Ep. 13.412.427.045,00
Jumlah setelah perubahan  REp. 67 146.772.000,00

b, BELANJA LANGSUNG :
1, Belanja Pegawai ;
- Semula Rp. 33.967.244,231,00
- Bertambah / (berkurang) Ep, (1.125.660.000,00
Jumlah setelah perubahan  Rp. 32.841.584.231,00

2, Belanja Barang dan .Jass
- Semula Rp. 184.413.543.747,00
- Bertambah /(berkurang) RHp. (TO5.298 904,00)
Jumlah setelah perubahan  Rp. 183.708,244.843,00

3. Belanja Modal :
- Bemula Rp. 263.008.906,135,00
- Bertambah /{berkurang) Ep. 69,030 958 904,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 332.039.865.039,00




Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebuagaimana dimaksud dalam Pasal | lercanium
dalam lampiran [ Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ! terinci lebih lanjut dalam
Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Prraturan Supatt ini mulai berlaku pada tanggs) diundanghkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Barito Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Barito Litars,
Ditetaplan i Miara Toeweh

pada tanggal® Agustus 2015

B[ TO UTARA,
Z

Diundangkan di Muara Teweh NG ‘T:Q}; .




